
 

 

 

 
 

 
 
 

 
WALIKOTA PASURUAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

 

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN 

NOMOR 39 TAHUN 2023 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  

NOMOR 51 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA PASURUAN 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PASURUAN, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanan administrasi pemerintahan dan 

pelayanan publik yang efisien dan optimal 
perlu menerapkan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik yang terintegrasi; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden 

Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Nasional maka perlu menyesuaikan Arsitektur 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Nasional; 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah 
Kota Pasuruan; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

 

2.Undang-Undang … 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 

Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan 

Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 
Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4741); 

8.Peraturan… 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 

99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357); 

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 

Nomor 182); 

11. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 

tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); 

12. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 51 Tahun 
2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik Pemerintah Kota Pasuruan (Berita 
Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 51); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 
2022 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN 

BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KOTA 
PASURUAN. 

 
 

Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota 
Pasuruan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota 
Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 
Nomor 51), diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah dan 

ketentuan ayat (3) Pasal 4 dihapus, sehingga 
Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

 
 
 

 
 

 
 

 
Pasal 4 … 
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Pasal 4 

 
(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a bertujuan 
untuk memberikan panduan dalam 
pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data 

dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi 
SPBE, dan Keamanan SPBE untuk 

menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu 

di lingkungan Pemerintah Daerah. 

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memuat: 

a. arah kebijakan dan strategi; 

b. kerangka kerja Arsitektur SPBE; 

c. referensi Arsitektur SPBE; 

d. domain Arsitektur SPBE; dan 

e. inisiatif strategis Arsitektur SPBE. 

(3) Dihapus. 

(4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dipetakan dan diselaraskan 

berdasarkan referensi Arsitektur SPBE 

nasional. 

(5) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disusun dengan berpedoman 

pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana 

strategis Pemerintah Daerah.  

(6) Penyusunan Arsitektur SPBE 

dikoordinasikan Dinas Kominfotik. 

(7) Dalam menyusun Arsitektur SPBE, unit 

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dapat melakukan koordinasi dengan 

kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang aparatur 

negara. 

(8) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

 
2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 
 

Pasal 17 

 
(1) Dalam hal Pusat Data Nasional telah 

ditetapkan dan tersedia, Pemerintah 
Daerah harus menggunakan Pusat Data 

Nasional.  

(2)Jaminan … 
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(2) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data 

dalam layanan Pusat Data Nasional 

dilaksanakan oleh Dinas Kominfotik. 

(3) Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan 
layanan Pusat Data di Pemerintah Daerah 
dengan Pusat Data Nasional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

(4) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data 

dalam layanan Pusat Data Nasional 
dilaksanakan oleh Dinas Kominfotik. 

 
 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota 

Pasuruan. 
 

 
Ditetapkan di Pasuruan 

pada tanggal 22 Desember 2023 
 

WALIKOTA PASURUAN, 

 

Ttd. 

 
SAIFULLAH YUSUF 

 
Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 22 Desember 2023 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN, 

 

Ttd. 

 
RUDIYANTO 

 

 
BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 39 

 
 

 
 
 

 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

Ttd. 

 
MEIRINA GINA ADRIANA, SH.,MH. 

Penata Tk. I 
NIP. 19820518 201001 2 021 
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BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 

 


